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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINCGAN, )

hahwz memenuhi ketentuan Pasal 185 avat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeran
seoagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang—undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Katingan telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD) Tahun
Anggaran sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/77/2007 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan

Rancangan Peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

toYatard

2007

dim

oy

pahwa penyempurnaan sebagaiman ksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

epentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
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Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan
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Mengingat

—

w

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2007, i
Undang—-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 3312) sebagaimana teiah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang—undang Nomo: 21 Tahun 1887 tentang Bes Derolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara

an
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3883:

Undang—undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koiusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 1828 Nomor 75, Tambahan
Nomor 3851);

r~

embaran Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); .

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendanaraan Negara (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4355);



10.

11.

13.

14.

Undang—undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana lelah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Fenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang—undang
(Lembaran Negara Republik indonesia Tanun 2005 Nomar 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomior

Undang—undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerz~ {_embaran Negarz Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4080);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001
Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4139);
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16.

17.

22,

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  Kedudukan Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 4€, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503):
Peraturan Femerintah Nomor 54 Tahun 2005 Nm:ﬁm:m Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

-~ —_—

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negarz Republik Indcnesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Cana Perimbangan (Lembaran Negara mmvcc:x Indonesia Tanun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara mmncg_x Indonesia Nomor 4575);

~

Saraturan Semerinta Nomor 58 Tahur 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimai
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomer
4585):
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Laerzh Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPAT! KATINGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAK
TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

PO N

Pendapatan Daerah Rp. 468.676.693.000,00
2. Belanja Daerah Rp. 534.127.928.000.00 v~

Defisit Rp. 865.451.235.000,00
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3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp.74.076.928.000,00
b. Pengeluaran Rp. 6.250.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 67.826.928.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan: Rp. 2.375.693.000,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimanz dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari":
a. Pendapatan Asli Daerah sejumiah Rp. 16.265.000.000,00
b. Dana perimbangan sejumiah Rp. 431.786.000.000.00
¢. Lain-lain pendapatan daerah vang san seiumian Ro.20.825 883.00C.00
(2) Pendapatan Asii Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1; huruf & terdin
dari jenis pendapatan:
Pajak daerah sejumiah Rp. 1.110.453.5GC,5C

oo

Retribusi daerah sejumiah Rp. 1.145 348 520,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 900.000.000,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumiah Rp. 13.109.000.000,00

a o

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dar: jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumiah Rp. 23.358.000.000,00
b. Dana alokasi umum sejumiah Rp. 349.098.000.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumiah Rp. $9.330.000.000,00



(1)

(2)
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Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumiah Rp.

Dana darurat sejumlah Rp. -

Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 5.375.693.000,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 15.000.000.000,00

Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 250.000.000,00

© oo o

Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung mmh.cgnwj Rp. 116.507.326.263.00

H e — o~ [N f» ] N s =aT an
b Beiznja Langsung scjumiah Ro. 417.620.680* 737 0C

mv_m&m.ﬁaaxrm_:.ommmmwmmuSme}BmxncaumaumwxJcﬁxmwmw%mm_,mﬁmsmmom_m:_.m“
Belanja pegawai seiumiah Rp. 83.064 804 450 00

Belanja bunga sejumiah Rp

Beianja subsidi sejumian Rp. -

Belanja hibah sejumiah Rp. 2.990.000.000,00

Belanja bantuan sosial sejumiah Rp. 8.002.521.813,00

Belanja bagi hasii sejumiah Rp. 1.400.000.000,00

Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 18.500.000.000,00

Belanja tidak terduga sejumiah Rp. 2.550.000.000,00

-~
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a.
b.

o

lanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

Belanja pegawai sejumlah Rp. 39.634.746.968,00
Belanja Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 123.760.095.737,00
Belanja Modal sejumlah. Rp. 254.225.759.032,00

Pasal 4
mbiayaan Daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Penerimaan sejumlah Rp. 74.076.928.000,00
Pengeluaran sejumlah Rp. 6.250.000.000,00

nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {

A

T

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
sejumiah Rp. 74.076.828.008.GC

Pencairan dana cadangan sejumiah Rp. -

Hasii pengeloiaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumiah Rp. -
Penerimaan pinjaman daerah sejumiah Rp. -

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumiah Rp. -

Penerimaan piutang daerah sejumiah Rp. -

Pembentukan dana cadangan sejumiah Rp. 4.000.000.000.00

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumiah Rp. 2.250.000.000,00
Pembayaran pokok utang sejumliah Rp. -

Pemberian pinjaman daerah sejumiah Rp. -

; hurdf e terdiri dari jenis pembiayaan :
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
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11.

12.
13.

Lampiran |
Lampiran Il
Lampiran Ili

Lampiran IV
Lampiran V

Ringkasan APBD:

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD,;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi

SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
Rekapitulasi dm_mﬁmm dasrah untuk keselarasan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuanganegara;
Dafiar jumiah pegawai per goicngan can per jacatan:

Vii  Daftar piutang daerah;

Lampiran Viil Daftar penyertaan moda! {investasi} daerah:

rm.ﬂnwmn iX  Daftar perkiraan penambahan. dan pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran X Caftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

rva:mn X!  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;
Lamipiran XIl  Daftar dana cadangan daerah ; dan
Lampiran XIlI Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
Pasal 6

Bupati Katingan menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan Al



Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kasongan
: da tanggal 23 Februari 2007
/3P4 »

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan

Memer 1 Tanggal 23 Februari 2007
A AH \Q%Qm,z,,

KTIN RANGKAI
ina Utama Muda
N{P. 080 068 389

Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2007 Nomor 1
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